KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 900/SK/2306/APBD/2025
TANGGAL : 22 April 2025

NO NAMA PROGRAM/SUB/KEGIATAN
1 2
I |URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
I |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.1|Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 [Penyusunana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 95,096,000
2 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtis Rp 46,485,000
Realisasi Kinerja SKPD
1.2 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 11,717,471,750
2 |Pelaksanaan Penaatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Rp 47,760,000
Keuangan Daerah SKPD
1 |Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Rp 27,540,000
Pemeriksaan
2 |Koordinasi dan Penyusunan Lpaoran Keuangan Rp 20,693,000
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
1.3|Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
1. |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 9,726,000




1.4 |Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 |Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rp 10,000,000
Kantor
2 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 66,532,600
3 |Penyediaan Bahan Logistik Rp 5,000,000
4 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 70,000,000
5 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 9,900,000
6 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 299,882,480
1.5| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Rp 120,000,000
Bangunan lainnya
1.6| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 279,675,000
2 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 860,000,000
1.7| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Rp 113,742,600
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2 |Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Rp 10,000,000
Kantor atau Bangunan Lainnya
II |PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2.1 |Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
1 |Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Rp 2,876,000
Pulau Kecil Berdasarkan Penerapan dari Pemerintah Pusat
2 |Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rp 952,000
3 |Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rp 952,000
4 |Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Rp 952,000

Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru




2.2 |Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1 |Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau -pulau Rp 952,000
kecil
2 |Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyrakat Pesisir Rp 952,000

dan Pulau Pulau Kecil

IIT |PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

3.1 |Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil

1 |Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp 691,208,000

3.2 |Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

1 [Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Rp 85,696,000

1 |Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Rp 434,304,500

2 |Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusaha Pelabuhan Rp 936,153,000
Perikanan

3.3 | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

1 |Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Rp 1,190,000
Perikanan dengan Ukuran diatas 10 GT samapai dengan 30 GT




PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

4.1 | Penrbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang
Pembudiayaan Ikan yang usahanya Lintas Daerah
1 |Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Rp 1,190,000
Perikanan Bidang Pembudidayaan
4.2 |Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut
1 |Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Laut Rp 1,161,000
4.3 | Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Perairan Darat
1 |Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Rp 416,050,000
Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2 |Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Rp 61,748,800
Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
V |PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.1 |Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
1 |Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Rp 972,000
Pengangkutan Ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan
Provinsi
2 |Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Rp 23,300,000
Pengawas (POKMASWAS)
5.2 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air
Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1 [Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan atau Rp 1,032,000
Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Wewenang Provinsi
2 |Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan /atau Usaha Rp 1,032,000
Pengangkutan ikan diWilayah Sungai,danau, waduk dan genangan
air lainnya sesuai kewenangan Provinsi
3 |Pengawasan Usaha pembudidaya Ikan dan /atau Usaha Rp 1,052,000

Pengangkutan ikan diWilayah Sungai,danau, waduk dan genangan
air lainnya sesuai kewenangan Provinsi




PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

6.1

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan
Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan perizinan Rp
Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan dan Surat Izin Usaha
Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mengengah dan Besar

dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Penerbitan Rekomendasi Periziznan berusaha untuk Menunjang Rp
Kegiatan ussaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor
Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar

1,032,000

1,032,000

6.2

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala

Menengah dan Besar

Pelaksanaan Pembinaan ,Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Rp
terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing
serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk
yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan

1,034,000

6.3

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri
Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Rp
Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1,010,000
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